
BTIPATI SAilBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 37 TAIIUN 2015

TENTAITIG

PEDOMAN PENERBTTAI\I NOMORINI}UK KEPENDUDUKAN I}AI\i KUTIPAN AKTA

KELAHIRAN B"{YI-iANG BARU iAIITR DI FASILITAS KESEHATAI[ SECARA ONLINE

I}I KABIIPATEN SAMBAS

DENGAI\T RAHMAT TUIIAN YAITTG MAIIA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang i a- bahwa dalam rangka peraksanaao Reformasi Birokrasi perlu kiranya

meningkatkan kinerja apalatuf dalam memterikan pelayanan kepada

masYarakat;

Mengingat

b.bahwauntukmewujudkanpelayanankepadamasyarakatperlu
memberikan pelayanan optimal, mudah dan cepat;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan hwuf b tersebut di

atasperlumenetapkanPeraturannupatitentang-PedomanPenerbitanAkta
Kelahiran nryi v*g Baru Lahir di Fasilitas Kesehatan secara online di

KabuPaten Sambas;

: 1. undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tefiang Penetapan Undang-

undang oarurit Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pemb_entukal D.?erah

Tingkat U Ji Kalimantan (Lembaran Negara Republik fndonesiaJahun

1g53 Nomoi g, Tulnbahan Lembaran Negara Republik tn{glesia Nomor

352) Seba[ui'una*g-undang (Lembaran {gs*u Republik Indonesia

Tahun tgiS Norro, ll.,rarrainuolembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 1820);

2. undang-Undang Nomor 25 Tatrun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran 
-NJg*, 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lemi'aran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

S.Undang-UndangNomor23Tahun2006tentangAdministrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124'

Tambatran Lembaran Negara nepuutit Indonesia Nomor 4674)

sebagaimana telah diubah deirgan undangllndang Nomor 24 Tahw20l3

tentang p.*turr* atas undang-undangNomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan (Limbaran Neg*a Republik Indorresia Tahun

2OL3 Nomor z:2, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia

Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2al4 lrJrfiang Pemerintahan Daerah

(Lembaran NJguru Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan feiUaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah biberapakali terakhir dengan undang urrdang

Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2OG Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

RePublik Indonesia Nomor 567 9);



5.

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tafuun 2A12 tqrtartg Penyelenggaraan

Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 189, Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5348);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2CI12 tentang Pelaksanaan

undang-undang Nomor 25 Tal[m 2009 tentang Pelayanan PoUry

(Lembian Negma Republik Indonesia Tahun 2At,2 Nomor 215,

ir-Uufr* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peratnran Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Batuan

Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 264);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata

cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Srptl;

Peratgran Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birolcrasi Nomor 15 Tahun 2014 tertmg Pedoman Standaf Pelayanan

Publik;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

MEMUTUSKAII:

: PERA.TTIRA]'I BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERBITAN

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN KUTIPAN AKTA

KELAHIRAN BAYI YA}.IG BARU LAHIR DI FASILITAS

KESEHATANSECARA2NLINEDIKABUPATENSAMBAS.

Pasal 1

(1) Setiap warga masyarakat wajib melaporkan terjadinya peristiwa kelahiran dan

berhak,rnt* **auputtuo pelayanan datam pengurusan Nomor Induk

Kependudukan dan peuerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi bayi yang baru

lahir;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (t), Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas mencatat pada

Regrster Akta Kelahiran dan menerbitkan Nomor Induk Kependudukan dan

Kutipan Akta Kelahiran;

(3) pengurusan penerbitan Nomor Induk Kepe.dudukan dan Akta Kelahiran bagi

buy, v*g Laru lahir sebagaimana dimaksud ayat (2) tssebut di atas

dillngkapi dengan persyaratan sesuai deagan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

pedoman Penerbitan NIK dan Akta Kelahiran bayi baru lahir di fasilitas

Kesehatan secara online di Kabupaten Sambas sebagaimana terlampir digunakan

sebagai acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatartan Sipil Kabupatan Sambas

dalpmemberikalr playananpenerbitan NIK dan Akfa Kelahiran sffita onltne.

7.

8.

9.

10.

Menetapkan



Pasal3

Pedoman Penerbitan }r||K dan Akta Kelahiran bayi baru lahir secara anline di

fuUupateo Sambas tercantum datafi Larnpiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

Pasal 4

peraturan Bupati ini mulai berlaku padatanggal diundangkao'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan - 
Peraturan

Bipati ini dengan p"o"*pituooyu dalan Berita Daerah Kabupaten Saurbas'

Ditetapkan di $ambas
pada tanggat I Oktober 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARI}I ALWI

Diundangkandi Sambas

Padatanggal I Oktober 2015

SEKRETARTS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan AslinYa
KEPALAEAGI.AN

DAN GAN

MARTANIS
Pembina [V/a)

NIP. 1 9640 1 1 2200003 I 003



C.

LAMPIRAN I PERATURA].I BUPATI SAMBAS

NOMOR 37 TAHI.IN 2015

TA},IGGAL 1 OKTOBER 2015

TENTANG PERATURAN BUPATI SAMBAS

TENTANG PEDOMAN
PENERBITAN NOMOR INDUK
KEPENDUDI.IKAN DAN KUTIPAN
AKTA KELAHIRAN BAYI YANG
BARU LAHIR DI FASILITAS
KESEHATAN SECARA ONLINE DI
KABUPATEN SAMBAS.

PEDoMANPENERBITAI\TNIKDAFTAKTAKELAHIRAN
BAYIBARULAHIRDItr'ASILITASKESEHATAI\I

DI KABUPATEN SAMBAS

BAB I
PENDAITULUAT\

Latu Belakang

Datarn melaksanakan program Refonnasi Birolaasi salah satunya yaitu melakukan

perubahan area pelayanan publik. Perubahan tersebut di arahkan untuk memberikan

pelayanan yang sebaik-baiknya sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat'

Sebagai wujud pemberian pelayanan yang baik maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil bekerjasama dengan Dioas Kesehatan dan Rumah Sakit dalam memberikan layanan

penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi bayi yang baru lahir secara cepat dengan sistem

pendaftaran online.Dinas kesehatan mernbawahi fasilitas kesehatan dan jaringannya'

Warga masyarakat yang akan melahirkan dapat memeriksakan diri di fasilitas kesehatan

dengan membawa pe,rsyaratan pembuatan akta kelahiran. Setelah melahirkan dan pulang

warga tersebut dapat membawa akta kelahiran anaknya'

Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Pedoman ini adalah untuk memberikan panduan bagi penyelerggara untuk

memberikan pelayanan penerbitan NIK dan Kutipan Akta Kelahiran Bayi Baru Lahir

secara online sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

z. Sasaran pedoman ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur layanan

dalam penerbitan NIK dan Kutipan Akta Kelahiran Bayi Baru Lahir secara online.

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup peraturan Bupati ini adalah pernberian layanan penerbitan Nomor Induk

Kependudukan dan Kutipan Akta Kelahiran Bayi yang baru lahir di Fasilitas Kesehatan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas'



BAB II
PENGERTIAN I}AI\[ PRINSIP PELAYANAII

A. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Bupati ini, Ymg dimaksud dengan:

1. Bupati adalah BuPati Sarnbas;

2. Satuan Kerja perangkat Daerah yang selanju&ya disingkat SKPD adalah perangfut

daerah pada Pemerintah Da€rah Kabupaten Sambas;

3. Fasilitas Kesehatan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorimgan, baik promotif, prefentif'

kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan

atau masYarakat;

4. penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutrya disebut PBI Jaminan

Kesehatan adalah fakir miskin dan orang yang tidak manpu sebagai peserta Progrart

Jaminan Kesehatan;

5. Akta Kelahiran adalah Bukti Otentik yang berisi catatan lengkap mengenai kelahiran

anak sebagai dokgmen Negara yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan SiPil KabuPaten Sambas;

6. Adminisfiasi Kepeududukan adalah rangkaian kegiatan penataan daa penertiban dalam

penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduh

7. pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangwan sektor lain.

g. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi

pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang

dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil.

g. Nomor Induk Kependudukan, selanjuhya disingkat NIK, adalah nomor identitas

penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang

terdaftar sebagai Penduduk Indonesia-

10. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang

memuat data tentang ftux4 susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas

anggota keluarga.

11. Anggota Keluarga, adalah mereka yang tercantum dalam Karfu Keluarga yang secara

Kemasyarakatan menj adi tanggungi awab Kepala Keluarga



t2. Kepala Keluarga, adalah:

a. orang yang telah kawin yang berterrpat tinggat seudiri atau dengan orang lain yang

mempunyai hubungan daratu mauprm tidak yang bertanggungiawab dalam keluarga

itu.

b. orang yang bertempattinggal seorang diri.

c. Kepala ksafiiarU Asranra, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang yang

bertempat tinggal bersama-sama.

pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang

dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana'

PRINSIP PELAYANAN

Akuntabel. pelaksanaan penerbitan NIK dan Akta Kelahiran bagi bayi yang Baru Lahil

secara online harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait.

Transparansi. penerbitan NIK dan Aka Kelahiran bagi bayi yang Baru Lahir secara

online harus dilaksanakan dengan mudah dan diketahui oleh semua warga masyarakat.

Keadilan. Pelayanan penerbitan NIK dan Akta Kelahiran bagi Anak yang Baru Lahir

secara online harus dilakukan kepada warga masyarakat tanpa membedakan status

ekonomi, suktq agarna dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

BAB III

PEI\IERBITAII ITIK DAII AKTA KELAHIRAN

MASYARAKAT MENDAFTAR UNTT]K PERSALINAN

Warga masyarakat yang akan melahirkan dapatmemeriksakan kandungannya di fasilitas

Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

pemeriksaan kehamilan ibu yang akan melahirkan tersebut dapat membawa kelengkapan

persyaratan pembuatan aktakelahiran bayi yaitu Karhr Tanda Penduduk, Kartu Keluarga

dan Sur:at Nikah. Kelengkapan dokumen tersebut diserahkan kepada petugas di fasilitas

kesehatan kemudian akan diperiksa kelengkapan dokumen oleh p€tugas. Selanjufirya

setelah bayi lahir agar segera diberi fttma dan surat keterangan kelahiran kemudian

secara bersamaan kelengkapan persyaratan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan

pencatatan Sipil Kabupaten Sanrbas guna penerbitan NIK dan Kutipan Akta Kelahiran

bayt.

PENERBITAN NIK DAN KUTIPA}I AKTA KELAHIRAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menerima berkas yang

disampaikan oleh fasilitas kesehatan. Berkas tersebut diperiksa kelengkapannya dan

diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

13.

B.

1.

2.

J.

A.

B.



Selanjufirya petugas mencetak Kutipan Akta Kelahiran Bayi yang baru lahir dan

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas.

PENDAFTARAN KE BPJS

Fasilitas Kesehatan menerima NIK dan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarnbas selanjufilya fasilitas kesehatan

menyerahkarurya kepadapihak keluarga bayi yang baru lahir rmttrk di daftarkan kepada

BPJS kesehatan agar segera mandapatkan perlindungan jaminan kesehatan. Khusus bayi

yang lahir dari peserta PBI Pusat diseratrkan oleh fasilitas kesehatan ke BPJS Kesehatatr

dengan tembusan dinas kesehatan dan dinas sosial kemudian BPJS Kesehatan daerah

menyerahkannya ke BPJS Kesehatan Pusat rmtuk diusulkan ke kernenterian sosial

sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI).

D. PENYERAHAN AKTA KELAHIRAN

Warga masyarakat setelah melahirkan menyelesaikan administasi perawatan persalinan

pada loket yang telah ditetapkan.

Setelah semua administrasi persalinan diselesaikarU maka warga dapat pulang ke rumah

dengan membawa bayi dan Kutipan Akta Kelahiran bayinya

BAB TY

PENUTUP

Perbaikan sistem dan mekanisme kerja atau produk utama yang dilakukan diharapkan dapat

meningkatkan kualitas pelayan masymakaf. Hal tersebut sejalan dengan program refomrasi

birokrasi sehingga sistem dan mekanisme tersebut akan mendorong terwujudnya penerapan

prinsipprinsrp clean government dffi good governance yang secara universal diyakini

menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada

masyarakat.



pelayanan penerbitan NIK dan Kutipan Akta Kelahiran s@ara online mertrpakan salah satu

upaya perbaikan sistem pelayanan di mana warga masyarakat tidak harus mendatangi

tempat penerbitan NIK dao Kutipan Akta Kelahiran Hat ini dapat berdampak kepada

tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Keberhasitan pelaksanaan kegiatan ini sangat tergantung kepada &rkungan semua pihak

mulai dari masyaraka! penyelenggara layanan maupun pemerintah-

BUPATI SAMBAS,

TTI}

JULIARTI I}JUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA
DAN PER ANG-I.IND

MARIANIS
Pembina (V/a)

NIP. 1 96401 12200003 1003

HUKUM



LA,MPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 37 TAHUN 2OI5
TANGGAL I Oktober 2015
TENTANG PERATURAN BUPATI SAMBAS TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN DAN KUTIPAN AKTA
KELAHIRAN BAYI YANG BARU LAHIR DI
RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS SECARA
ONLINE DI KABUPATEN SAMBAS.

STA}.IDAR PELAYANAN
PENERBITA}.I NIK DA}.I KTIflPA}I AKTA KELAHIRAN BAYI YA}.IG LAHIR DI

FASILITAS KESEHATA}-i

DasarHukum :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahu 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nonoor 23

Tahun 2006 tentang Adminishasi Kependudukan

Z. Peratrnan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BUPATT SAMBAS,

TTI)

JULIARTI DJUTIARI}I ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

1 Persyaratan 1. Potokopi Karhr Tanda Penduduk (KTP)
2. Potokopi Karhr Keluarga (KK);
3. Potokopi Surat Nikah yang telah dilegalisir;
4. Surat Keterangan Kelahiran dari fasilitas kesehata.

2. Prosedur l. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas di fasilitas
kesehatan

2. Petugas di fasilitas kesehatan memeriksa kelengkapan dan
menyampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Sambas secara online
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sambas menerima dokumen persyaratan untuk penerbitan
NIK dan akta kelahiran

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sambas menyerahkan NIK dan Akta Kelahiran Bayi kepada
fasilitas kesehatan tempat bayi dilahirkan

5. Akta Kelahiran Bayi diserahkan kepada

oemohon/masyarakat pada saat pulang ke rumah.

3. Waktu Pelayanan 3 (tiga) hari.

4. Biaya/Tanf Gratis (tidak dipungut biaya)

5. Produk NIK dan Akta Kelahiran

6. Pengelolaan Pengaduan - Kotak SaranlPengaduan
- Petugas Penerima Pengaduan

KEPAL,A,

MARTANIS

NrP. 196401 12200003 l 003
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